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BUPATI BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63

TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN

ADMINISTRATE PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63
Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 196 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 63
Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bekasi;

b. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini
terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, perlu
ditinjau untuk disesuaikan kembali melalui perubahan
terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 63
Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang- Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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2
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5

, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

3
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4
. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republiklndonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4028);

6
. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dcwan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

7
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6332);

8
.
 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
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9
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksaan dan Pertanggungjawaban dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2019 Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 196 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor
63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2022 Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor
63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2019 Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 196 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63
Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2022 Nomor 196), diubah sebagai berikut:

1
. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 17

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Rumah Negara dan

Perlengkapannya sesuai standar berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundangan-undangan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan yang diberikan dalam
bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan serta dipotong pajak sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Besaran tunjangan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 41.700.000,- (empat puluh satu juta

tujuh ratus ribu rupiah);
b

. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua
ratus ribu rupiah);

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 36.100.000,- (tiga puluh enam juta
seratus ribu rupiah).

2
. Ketentuan Pasal 18, diubah sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan
dinas jabatan, bagi Pimpinan DPRD diberikan tunjangan transportasi
dan dibayarkan setiap bulan serta dipotong pajak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d diberikan setiap bulan.

(3) Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan bagi Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
a

. Ketua DPRD sebesar Rp. 21.238.000,- (dua puluh satu juta dua
ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

b
. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 17.362.000 (tujuh belas juta tiga

ratus enam puluh dua ribu rupiah).

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 17.316.000 (tujuh belas juta tiga ratus
enam belas ribu rupiah).
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 26 Maret 2024

Pj. BUPATI BEKASI

TTD

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal

\SEKRETARI3-PAERAH KABUPATEN BEKAy j

Z5EDY SUPRIYADT

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 11




